Harta berssmsa adalsh harta kekayaan yang timbul
selams ikstan perkawinan suami dan isteri berlangsung.
Pada hakekatnyz harta kekayaan tesebut dimaksudkan untuk
menunjang kelangsungan hidup anggota keluarga dan gunsa
mempertahankan eksistensi rumsh tahgga dalam kehidupan di
kalangan masyarakat. Dalam penggunaan harta bersama suami
dan isteri mempunyvai hak vang sams yaitu hak untuk dapst
mengatur, mengelols dan mempergunakan harta bersama untuk
keperluan serta kebutuhan kehidupan keluarga. Hal ini se-
suai dengan ketentuan passal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor
1 Tshun 1874 (selasnjutnya disingkat UU Perkswinan) vyaitu
hak dan keduduksn isteri adalah seimbang dengan hak dan
kedudukan suami dalam rumsh tangga dan pergaulan hidup
bersama dalam masyarakat.

Dalam suatu perkawinan suvuami dan isteri dapat me-
lakukan suatu perjanjiasn kawin sebelum atau waktu perka-
winan terhadsp atas hartanya. Dengan adanys perjanjian
padas waktu atau sebelum perkawinan berlangsung maka suami
stay isteri dapat mengusszal hak pengelolasn terhadap har-
tanys masing-masing. Selama tidak ada perjanjian kawin
pada waktn ataun sebelum perkawinan berlangsung masks ber-
laku ketentusn tentang harta bersama selama harta kekaya-
an tersebut diperoleh hssil perkawinan. Dengan ketentuan

ini susami dan isteril dalam mempergunakan harta bersamanya



kedua belah pihak harus mengetahui.

Dibahasnya mengenail harta befsama antara suami dan
isteri di sini bahws dalam kenvataannya suami dapat ber-
tindak sendiri dalam menggunakan harta bersams tersebut
tanpa sepengetahuan atau seijin isteri misalnya sebagai
Jaminan hutang tanpa dahuln memberi£ahukan kepada pihsak
isteri, mengakibatkan isteri menuntut haknya atas harta
bersama tersebut.

Berlandasksn atas latar belakang di atas saya ter-
tarik untuk menuangkan dalam skripsi dengan mengambil ju-
dul "Hak Isteri Terhadap Harta Bersama Yang Dijaminkan
Oleh Suami Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974" . Sedangksn permssalshan vang dissajikan sdslah seba-
gai berikut : Bagaimanakah hak isteri terhadsp harta ber-
sama yang dijaminkan oleh suami khususnya terhadap benda
tak bergerak 7

Tujuan dilskukannya penelitian dalam penyusunan
skripsi ini adalah untuk mengetahui atau menelaah kebera-
daan harta bersama dslam suatu perkawinan ysng diperoleh
antars suami dan isteri. Dan yang selama ini dalam kenya-
taannya sering terjadi penvalah gunaan ifterhadap harts
bersama di dalam lslu lintas kehidupan masyarskat. Dalam
pelaksansannys sering terjadi suatu penyimpangan-penyim-

pangan yang tidsk sesuai dengan ketentuan-ketentuan



realita kehidupan yang selama ini telah diatur dalam per-
undang-undangan.

Jadwal Waktu Penelitian

- Persiapan penelitian : B minggu;
-~ FPengumpulan data 1 B minggu;
- Pengelolaan dan ansalisis dats : B minggu.

Metode penelitian berdasarkan pendekstan masalah
dalam penyusunan skripsi ini digunakan metode yuridis
normatif, maksudnya pembahasannya didssarkan atas keten-
tuan-ketentuan perundsng-undangan yvang bersifat mengikat
vang berkaitan dengan. masalah harta bersama yang dijamin-
kan. Sumber data berupa data sekounder yang diperoleh dari
bahan hukum primer dan bshan hukum sekunder. Bahan hukum
primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa
peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan masa-
lah hartsa bersama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Sedangkan bahan hukum sekunder bersifat menjelaskan bahan
hukum primer berupa pendapat para sarjansa, literatur mau-
pun bahan perkuliahan.

Pengumpulan data sekunder berupa studi pustaka di-
kumpulkan dengan cars membaca, mempelajari kemudian meng-
identifikasikan dan selanjutnya mengklasifikasikannya se-
hinggs diperoleh data yang relevan yang ada kaitannya de-

ngan masalah yang dibahas. Sedangkan data penunjang di-



peroleh melalui wawancars dengsn Hakim Pengadilan Negeri
Surabaya. Selanjutnya data diolsh secara deduksi maksud-
nya bertolak dari hal-hal yang bersifat umum yaltu kebe-
narannys telah diyskini dan berakhir pada suatu kesimpul-
an yang bersifat khusus, sehingga ditemukan jawaban atas
masalah yang dibahas. Kemudian dianalisis secara kualita-
£if maksudnys pembahasannya didasarkan atas pemikiran
yang logis, runtut dan runtun dengan menelaah sistematika
uraian yang bersifst deskriptif analisis.

Pokok hasil penelitian dalam skripsi ini sdalsah
dalam mempergunakan harta bersama suami isteri harus ber-
tindak bersama-sama selama harta tersebut diperoleh sela-
ma perkawinan berlangsung. Hal ini sesuail dengan ketentu-
an passal 35 ayat 1 UU Perkawinan yang menyvebutkan : bahwa
harta benda vang diperoleh selama perkawinan menjadi har-
ta bersama. Di sini harta bersama yang diperoleh suami
isteri selama perkawinan betul-betul dipergunakan untuk
kesejahteraan keluarga dan juga untuk menjaga eksistensi
keluarga. Dalam keberadaannya selams ini sering terjadi
penyalah gunaan terhadap harta bersama.

Apabils selams perkawinsn tidak ada perjanjian ka-
win pada waktu atsu sebelum perkawinan, maka berlakulah
ketentuan harts bersama. Dalam harta bersama suami atau

isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pi-



hak. Agar harta berssma tersebut dapat dipergunaksn be-
tul-betul untuk kesejahteraan dalam keluargs. Di sini su-
ami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban terhadap harta
bersamsa, dalam hal pengelolaan harta bersama. Hal ini se-
suai dengan ketentuan pasal 31 ayat 1 UU Perkaswinan yang
menyebutkan : bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seim-
bang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah
tangga dan pergahlan hidup bersama dalam masysrakat. Di
sini suami dan isteri mempunysi hak-hsk yvang sama terha-
dsp dalam pengelolaan harta bersama. Bila pada waktu atau
sebelum perkswinan tidak ada suatu perjanjian kawin, maka
berlaku ketentuan harta bersama. Dengan ini masing-masing
pihak vaitu suami stau isteri harus berssama-sama dalam
mempergunakan harta bersama selsma diperoleh dalam perka-
winan.

Apabila dalam penggunaan harts bersams suaml dan
isteri tanpa ada persetujuan kedua belah pihak, maka ma-
sing-masing pihak dapat menuntut haknya. Dalam hal ini
sesual dengan pasal 36 ayat 1 UU Perkawinan yang menentu-
kan : bahwa mengenai harta bersama suami atsu isteri da-
pat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Dan
apabila dari salah satu pihak suami atau isteri dalam me-
lakukan perbuatan hukum tanpa ads persetujuan dari salah

satu pihak maks masing-masing pihak dapat mengajukan gu-



gatan ke pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas dapst disimpulkan aps-
bila dalam suatu perkawinan tidak diadakan perjanjian
kawin maka berlsku ketentuan harta bersama dan isteri
mempunyal hak untuk menuntut atau menggugat pihak suami
oleh hkarena terhadap harts bersama suami atau isteri da-
pat bertindak atas persetujuan kedus belah pihak sebagai-
mana ketentuan dalam pasal 3B ayat 1 Ul Perkawinan. Dalam
hal suami tidak meminta persetujuan isteri pada sast men-
Jjaminkan harta bersama dalam bentuk benda tidak bergerak
maka Pejabat Pembuat Akta Tansh akan menolsk untuk membu-
atkan akténya berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Ne-
geri tanggal 7 Julil 1877 No. BTU.7/153/%/77.

Dalam rangks mengustkan pasal 38 ayat 1 UU Perksa-
winan seyogyanya pemerintash mengeluarkan sejenis Pers-
turan Pemerintah atau peraturan-perstursn lainnys sebsagsi
pelaksansan yang dapat menunjang atau menjamin dilaksana-
kannya ketentuan tersebut, khususnya mengenai harts ber-

s8mAa.





